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ABSTRACT 
Based on Customs Law No. 10 of 1995 changes the limits of Law No. 17 of 2006 concerning customs, then 
in the Act, the legal action against illegal goods seized by the state is destroyed. In this case, the author is 
interested in reviewing the use of illegal goods in law Islamic customs and economic law destroyed by the 
state. The purpose of this study is to analyze the usefulness of illegal goods destroyed by the state based 
on Law No 10 of 1995 on amendments to Law No 17 of 2006 concerning customs. The research method 
in this research is to use the document/library study method. Results of research on the destruction of 
illegal goods carried out by customs based on Law No. 10 of 1995 on amendments to Law No. 17 of 2006 
are appropriate and seen in terms of legal comparison Sharia customs and the economy of illegal goods 
are goods that are equally infringing in the manner of its acquisition. 
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ABSTRAK 
Berdasarkan Undang-Undang kepabeanan No 10 tahun 1995 perubahan  batas Undang-Undang no 17 
tahun 2006 tentang kepabeanan, kemudian dalam  Undang-Undang tersebut penindakan terhadap barang 
ilegal yang disita negara adalah dimusnahkan, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji 
kemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabenan dan hukum ekonomis islam yang dimusnahkan oleh 
negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemanfaatan barang ilegal yang dimusnahkan 
oleh negara berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang No 17 tahun 
2006 tentang kepabeanan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi 
dokumen/pustaka (library research)  Hasil penelitian Pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh 
kepabeanan berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang No 17 
tahun 2006 sudah tepat dan Dilihat dari segi komparasi hukum kepabeanan dan ekonomi syariah barang 
ilegal adalah barang yang sama-sama melanggar dalam cara perolehannya. 
Kata Kunci: Barang Ilegal, Hukum Kepabeanan, Hukum Ekonomi Islam 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas 
ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan di negara 
lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling meng-
untungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak 
melakukan perdagangan internasional. Dalam melakukan ekspor dan impor, setiap negara memiliki 
peraturan yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang di 
daerah perbatasan telah lama dipraktekkan sejak adanya perdagangan antar wilayah dan internasional 
pada zaman pra Islam. (Suntana Ija, 2010) 
Khazanah Hukum, Vol. 1 No. 1: 13-20 
Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanan Dan  Hukum Ekonomi Syariah 
Liswardi 
  ISSN 0000-0000 (online) 
 
14 │
Perdagangan internasional yang terjadi pada zaman pra Islam di Arab dan negara tetangganya 
Byzantium dan wilayah Sasanid, kendaraan-kendaraan pedagang digunakan untuk menjual komoditas 
dari satu tempat ke tempat lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi kepala pasar untuk menarik bea cukai 
sebesar 10 % dari barang-barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut. 
Penarikan bea cukai juga dipraktekkan di Indonesia, di mana dalam melakukan proses impor dan ekspor 
adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea 
Cukai yaitu Undang- undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 
1995.(Hamka, 2015) Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor 
harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pe-meriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi 
penelitian dokumen dan pe-meriksaan fisik barang. Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap 
barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang 
disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu 
dianggap barang ilegal. 
Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang 
proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak- pihak yang melakukan kecurangan 
terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak 
terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang 
berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap. Hukuman ini didasarkan 
pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Untuk itu diperlukannya suatu upaya hukum yang dapat 
memberikan kemudahan baik bagi aparatur penegak hukum ataupun yang menjadi konsumen itu sendiri 
agar bisa laksanakan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan kecurangan agar terhindar dari 
hukuman.(Engkus, 2019) 
Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak 
memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah 
pengawasan pejabat bea dan cukai. Secara umum terkait kasus pemusnahan terhadap barang ilegal pada 
akhir tahun 2016 oleh bea cukai. Terdapat beberapa kasus pemusnahan barang ilegal di berbagai daerah 
(Marolop, 2010) : 
Bea Cukai Kepulauan Riau Musnahkan Dan Hibahkan Barang Tegahan 
di kabupaten karimun. barang yang dimusnahkan terdiri dari 353 karung bawang merah dengan 
nilai Rp17.381.000 dan 23 unit alat elektronik dan perabot rumah tangga bekas senilai Rp2.080.000. selain 
bmn tersebut, terdapat juga barang bukti 1.418 karung @9-10kg bawang merah dengan nilai 
Rp26.768.000. 
Bea Cukai Sabang Musnahkan Komoditas Ex Impor Sabang 
di pelabuhan balohan sabang, bea cukai sabang melakukan kegiatan pemusnahan atas bmn berupa 
4.670 kg gula pasir, 50 kg beras ketan, dan 25.600 batang rokok khusus kawasan sabang senilai 
Rp71.640.000. 
Bea Cukai Teluk Bayur Lakukan Pemusnahan 
Bea cukai teluk bayur mengadakan acara pemusnahan barang-barang hasil penindakan, seperti 
penindakan atas barang kiriman luar negeri di kantor pos indonesia, kargo, maupun barang bawaan 
penumpang di bandara international minangkabau, pada jumat (9/12). barang-barang tersebut berupa 
6.603.392 batang hasil tembakau berupa rokok, 323 pieces kosmetik, 390 pieces obat-obatan, 45 pieces 
sex toys, 16 pieces spare part, dan 240 pieces barang lainnya. perkiraan kerugian negara dari barang-
barang tersebut senilai Rp34.093.533. 
Khazanah Hukum, Vol. 1 No. 1: 13-20 
Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanan Dan  Hukum Ekonomi Syariah 
Liswardi 
ISSN 0000-0000 (online) │ 15 
Bea Cukai Bengkulu Lakukan Pemusnahan Barang Ilegal Sebagai Wujud Misi Community 
Protector 
Bea cukai menggelar pemusnahan atas 72.676 batang rokok berbagai merek, 22 botol minuman 
mengandung etil alkohol, 116 pcs kosmetik dan suplemen, 54 kantung bibit tumbuhan, 4 pcs sex toys, dan 
3 paket airsoftgun. 
Alasan pemusnahan barang ilegal tersebut karena meruginya negara, disebabkan tidak 
terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal 
tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang otomatis 
konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang ilegal, yang bisa jadi kualitasnya sama dengan 
produk dalam negeri. Jika hal ini terjadi, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka 
akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar. Selain itu hal ini juga tidak hanya akan 
merugikan para pedagang domestik, akan tetapi merugikan pula pedagang impor legal yang membayar 
bea cukai. Mereka terpaksa menjual dengan harga yang sama sebagaimana pedagang ilegal agar 
barangnya laku dipasar. Sebagaimana diketahui dalam hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu 
barang, maka akan semakin sedikit jumlah yang terjual, dan semakin rendah harga suatu barang, akan 
semakin banyaknya jumlah barang terjual. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap 
permintaan suatu komoditi adalah negatif.(Herman budi sasono, 2012) Dengan masuknya barang ilegal 
maka harga di pasar akan rusak, karena barang ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah 
daripada harga pasar. 
Masuknya barang ilegal di banyak negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan 
nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar 
yang ketat sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi. 
Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang 
tanggung jawab untuk memberantas segala bentukmonopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah 
penipuan, menggulung pasar gelapdan semua praktek kejahatan dalam bisnis. 
Namun umat Islam harus membedakan Islam dengan materialism. Islam tidak pernah memisahkan 
ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, 
serta perang dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk 
membenahi akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, “(Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 
akhlak manusia)”. 
Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan Nabi SAW sendiri sangat 
membenci perbuatan mubazir sebagaimana firman Allah SWT: “Sesungguhnya mubazir itu adalah 
perbuatan syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Suhendi Hendi, 2013) Ayat ini 
mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa 
pemusnahan terhadap barang ilegal adalah sesuatu hal yang mubazir jika dilakukan. 
Kondisi di atas memunculkan permasalahan tersendiri bila dipandang dari perspektif 
kemaslahatan dalam hukum Islam.(Jaribah, 2014) Pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal menurut 
agama dan bisa dimanfaatkan serta tidak memudharatkan tubuh apabila dikonsumsi, ketika 
dimusnahkan dengan cara dibakar atau cara-cara lainnya pada dasarnya berefek pada kemubaziran. Hal 
ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Barang seperti bawang merah dan gula 
pasir adalah barang yang zatnya halal, namun ilegal menurut hukum negara, disebabkan proses masuk 
yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur negara. 
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen/pustaka (library 
research) yaitu penelusuran peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan barang ilegal, dalam hal ini 
Undang-Undang No 10 tahun 1995 pembaruan atas Undang-Undang No 17 tahun 2006. Karena dengan 
metode studi dokumen penulis mendapatkan bahan hukum mengenai pemanfaatan barang ilegal. Untuk 
kemudian dilakukan analisis terhadap pemanfaatan barang ilegal dalam hukum kepabenan dan hukum 
ekonomi syariah sertan dibantu dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) dan normative (Mamudji, 
2011).  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komparasi Pemamfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanan Dan  Hukum Ekonomi 
Syariah 
Mengenai pengawasan terhadap pasar maka jauh-jauh hari islam telah menerapkan konsep usyur 
yang disebut sekarang dengan bea cukai, kemudian dilihat dari konsep usyur dengan konsep bea cukai ada 
persamaan dan perbedaan terhadap unsur-unsur yang terdapat pada kedua ketentuan tersebut. Unsur-
unsur yang dimaksud adalah : pengertian, ketentuan jumlah barang yang dikenai pajak beserta tarifnya, 
ketentuan sanksi, dan ketentuan pemanfaatan barang ilegal. 
Pengertian 
Mengenai pengertian barang ilegal menurut kepabeanan dan hukum islam terdapat perbedaan 
pengertian yaitu,  dalam kepabeanan yang dimaksut barang ilegal adalah barang yang diberithukan 
dengan tidak benar dan barang yang tidak diberitahukan sama sekali atau barang yang tidak melengkapi 
dokumen ketika masuk kewilayah kepabeanan indonesia. Artinya setiap barang yang masuk kewilayah 
kepabenan harus memiliki dokumen yang lekap sesui ketetnuan perundang-undangan kepabenan 
sebeleum masuk ke wilayah kepabeanan. kemudian dalam islam tidak dikenal dengan istilah barang ilegal 
namun terhadap barang yang masuk kedalam wilayah kaum muslimin akan dikanai pajak usyur, usyur 
adalah biaya masuk yang dikenakan kepada para pedagang yang masuk kewilayah islam, baik kaum 
muslimin, kafir harbi ataupun ahlul zimmah. Kemudia setelah para pedagang masuk kewilayah islam  
akan diberi suatu penghargaan kepada para pedagang karena meraka telah membayar usyur. Artinya 
dalam usyur barang yang telah masuk kewilayah islam baru kemudian dikenai pajak usyur. 
Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa perbedaan yang mendasar pada dua pengertian 
diatas adalah terdapat pada dokumen yang dimiliki oleh seseorang padagang, dalam kepabeanan 
indonesian seorang pedagang harus melengkapi surat terlebih dahulu baru bisa masuk kewilayah 
kepabenan indonesia sedangkan dalam islam seorang pedagang masuk kewilayah islam terlebih dahulu 
kemudian diberi surat atau dokumen pembayaran usyur. 
ketentuan jumlah barang yang dikenai pajak beserta tarifnya. 
Ketentuan barang-barang yang dikenai biaya tarif antara kepabeanan dan usyur adalah 
sebagai berikut : 
kepabeanan 
Dalam kepebeanan ketentuan biaya atau tarif yang dikenakan berupa Bea masuk, Bea masuk anti 
dumping, bea masuk imbalan, bea masuk pengaman. 
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Bea masuk yaitu barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setingi-tingginya empat 
puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk, tujuan dikenakan bea masuk setingginya 
adalah supaya melindungi konsumen dalam negeri, meningkatkan daya saing dan mengurangi hambatan 
dalam perdagangan international. 
Bea masuk anti dumping yaitu harga tambahan dari bea masuk dengan menetapkan selisih antara 
harga Normal dengan harga expor. 
bea masuk imbalan yaitu tambahan terhadap bea masuk , dan tambahan ini berdasarkan subsidi 
yang dikanakan diluar negeri terhdap barng tersebut, artinnya jika seorang importir mendapatkan barang 
subsidi di luar negeri ketika masuk kewilayah pabeanan akan dikenakan tarif tambahan bea masuk. 
Bea Masuk Pembalasan yaitu biaya tambahan yang memperlakukan barang expor secara 
diskriminatif atau tidak wajar. 
Dari ketentuan diatas bahwa pengenaan bea impor adalah berdasarkan sifat barang yang masuk 
kewilayah kepabeanan baik dari segi harga barang ataupun ketentuan yang lain berkaitan dengan tarif 
bea masuk tersebut. 
Kemudian dalam usyur penetuan pungutan usyur berdasarkan kelompok suatu kaum sperti kaum 
muslimin, kaum kafir dzimmi, kafir harbi. 
Dari penjelasan diatas terlihat perbedaan antara sistem pungutan biaya kepabeanan dengan usyur, 
jika dalam kepabeanan pengambilan pajak berdasarkan ketentuan barang yang dimasukan kewilayah 
muslim sedangkan dalam usyur berdasarkan kelompok suatu kaum, jika kita lihat perbedaan ini tentu ada 
alasan dan ketentuan masing-masing kebijakan, dalam kepabenan kenapa yang diambil berdarkan barang 
karena kalau dilihat kondisi umat indonesia berbada-beda golongan dan indonesia memakai sistem 
hukum pancasila dan indonesia bukan negara islam, makanya jika di ambil bea masuk perdagangan antar 
golongan akan menimbulkan ketimpangan sosial masyrakat. Kemudian kenapa dalam islam dikenakan 
berdasarkan antar golongan karena dalam islam umat islam telah dikenakan kawajiban bayar pajak, oleh 
karena itu jika kita lihat penerapan prinsip umar, umar menerapakan keadailan dalam setiap golongan 
supaya pengeluaran dalam perdagangan tersebut sama besar antara kaum muslimin dengan Non muslim. 
Mengenai pengambilan tarif dalam kepabeanan tarif yang dikenankan berdasarkan barang impor 
yang masuk kewilayah kepebanan sesui dengan bentuk dan ketentuan impor, dan pengambilan bea impor 
di pungut setiap melakukan perdagangan kedalam negeri atau nilai barang yang dibawa masuk kedalam 
negeri, kemudian jika dibandingkan dengan usyur pengambilan biaya usyur terhadap barang yang 
bernilai di atas 200 dirham dan jika dibawah 200 dirham maka tidak dikenakan biaya usyur. 
Maka dari urain diatas dapat dilahat bahwa kepabeanan mengambil bea pajak berdaskan pada 
bentuk barang, jumlah barang sedangkan dalam usyur berdarkan kelompok suatu kaum yang berdagang 
diwilayah muslim. 
Sanksi dalam pelanggaran bea pajak dan usyur serta perlakuan terhadap barang dagangan 
Dalam hukum kepabeanan di indonesia sangsi terhadap pelangar perosedur kepabeanan adalah 
sangsi admistrasi dan sangsi pidana, sangsi admistrasi berdasarkan kesalahan dokumen yang di bawa 
serta ketidak lengkapan dokumen, kemudian sangsi pidana yaitu sangsi yang dikenakan kepada pelaku 
yang melakukan kesengajaan dalam proses impor barang, adapun perlakuan terhdap barang yang 
dibawah itu adalah diperiksa kemudian di karantina dan jika dalam pemeriksaan barang tersebut 
mengalami kerusakan dan berbahaya maka akan dimusnahkan selanjutnya terhadap pelaku atau atau 
orang yang melakukan dikenakan denda dan hukuman kurangan sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan. Selanjunya jika dilihat pada masa umar perlakuan terhadap orang yang melanggar ketentuan 
usyur atau perdangan maka umar akan memusnahkan seluruh hartanya dan melepsakan ternaknya, 
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artinya umar bukan saja memberikan sanksi kepada baranya tetapi juga ternaknya, akan tetapi umar 
melakukan ketentuan tersebut terhadap orang yang menjual barang yang di larang atau barang harap di 
wilayah muslim.(Abu Bakar Lastuti, 2013) 
Jika dirumuskan dari penjelasan di atas maka dalam undang-undang kepabeanan indonesia  sanksi 
yang dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran impor berdarkan pada dokumen yang tidak 
dipenuhi dan barang-barang yang tidak memiliki ijin masuk kewilayah kepabeanan, kemudian di masa 
umar, sanksi yang diberikan kepada pelanggar usyur adalah terhadap orang yang menjual barang haram 
diwilayah muslim. 
Selanjunya Umar bin khatab dalam hal pengawasan pasar sangat memperhatikan antara 
perkembangan pasar dengan perdangan internastional sehingga dalam pengawasan perdangan umar 
mentapkan usyur sebagai biaya yang dikeluarakan untuk masuk ke antar wilayah suatu negara islam. 
Adapun usyur tarif usyur yang dibebankan berdasarkan masing-masing kelompok umat, seperti kaum 
muslim, kafir harbi dan ahlul dzimmah. 
Sebenarnya dalam penetapan atau pengambilan usyur ini terjadi perdebatan di kalangan ulama 
berdasarkan hadis berikut : 
‘’ Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Maslamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid? bin Abu Habib dari Abdurrahman bin Syimasah 
dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Tidak akan 
masuk surga orang yang mengambil pajak secara zhalim’’. (Abu daud - 2548) 
Dari penjelasan hadist tersebut para ulama berpendapat bahwa petugas pajak ini adalah orang 
mengambil usyur dari harta kaum muslimin, dimana meraka mengambil secara paksa dari pedagang 
muslim jika melintasi daerah meraka dengan mengatas namakan usyur. Artinya pengambilan pajak yang 
dilakukan oleh petugas pajak kepada kaum muslim tidak boleh dilakukan. Karena pengambilan pajak 
secara zholim atau paksa merupakan perampasan hak orang lain. 
Namun sebagian ulama lain berpendapat seperti yang di katakan oleh zait binziyat bin hudair 
mengatakan dilarangnya mengambil usyur dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi. Lalu umar berkata 
kepada siapa usyur diambil. Para pedagang kalangan ahlul harbi, sebgaimana mereka mengambil usyur 
dari kami 
Dalam islam memang tidak dikenal dengan barang ilegal akan tetapi hanya disebut pengambilan 
usyur 1/10, usyur adalah pengambilan pajak kepada umat lain yang masuk kewilayah islam, dan barang 
ilegal itu jika dilihat dari kesimpulan pembahasan sub bap sebelumnya bahwa dilihat dari status barang, 
barang-barang tersebut termasuk barang yang halal, dan meskipun ada yang haram tetapi tidak semua 
barang tersebut haram. Kenapa dikatakan halal karena jika ditinjau dari sisi jual beli antara importir 
dengan exportir maka transaksi yang dilakukan tersebut sah, karena dilihat dari porses membelinya 
importir dengan exportir melakukan akat jual beli yang sah, adapun syarat jual beli itu adalah, adanya 
pelaku akat, yaitu importir dan exportir , adanya ijab dan qabul antara exportir dan importi, adanya barang 
yang diperjual belikan, adanya harga yang ditetapkan oleh importir dan exportir. Sehinga kalau dilihat dari 
sisi jual beli posisi barang tersebut sah, kemudian kalau dilihat dari sisi sifat dan zat barang maka barang 
tersebut halal karena tidak semua barang yang diperjualkan itu haram. lalu kenapa di hukum kepabeanan 
indonesia dikatakan barang ilegal ka-rena berdasarkan pembahasan sebelumnya barang-barang yang 
masuk ke wilayah kepabeanan tidak memenuhi syarat perundang-undangan yang ada di indonesia. 
Sehingga ketika ada barang yang masuk ke wilayah kepabeanan dan tidak sesuia dengan dokumen yang 
ada dikepabeanan maka barang itu akan ditindak dan disita negara. 
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Status barang ilegal dalam kepabenan dan hukum ekonomi islam 
Barang ilegal adalah barang yang diberithukan dangan tidak benar dan tidak diberitahukan sama 
sekali, atau barang yang tidak mendapatkan izin masuk oleh kepabeanan karan tidak melengkapi 
dokumen-dokumen yang telah ditapakan sesui dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian status 
kepemilikan barang ilegal menjadi barang milik negara. Dalam hal ini penangan atau pengelolaan barang 
ilegal oleh nagara salah satunya dimusnahkan, setelah dilihat pemusnahan itu, bahwa barang yang 
dimusnahkan adalah barang yang mudah rusak, busuk, tidak tahan lama atau barang yang tidak layak 
edar. Makanya terhadap barang-barang tersebut pemerintah memusnhakannya. barang ilegal itu sama 
dengan harta ghair mutaqawim, artinya barang yang haram, haram yang dimaksut adalah bukan dari segi 
zat akan tetapi dari segi memperolah, maksut memerolahnya kenapa haram karena seorang importir 
tidak memenihi kewajibanya untuk memasukan barang kesuatu wilayah kepabeanan. Oleh karena itu 
barang ilegal menjadi barang milik pemerintah karena pemerintah berhak menentukan atau melarang 
seseorang untuk memiliki barang atau harta, dan barang ini bisa menjadi salah satu pemasukan negara 
sebab kewanangan pengawasan terhadap harta adalah pemerintah atau negara. Mengenai kemanfaatan 
dalam hal ini pemerintah bisa mengelola barang tersebut dalam bentuk hibah. Kenapa hibah karena salah 
satu tujuan maqasid syariah adalah memelihara harta, jiwa, agama, dan keturunan. 
Dari pembahasan pada sub sebelumnya komparasi antara barang ilegal hukum kepebeanan dan 
hukum ekonomi islam yaitu, barang ilegal  merupakan barang yang melanggar undang-undang 
kepabeanan, sedangkan dalam hukum ekonomi islam adalah barang yang haram, haram disini bukan 
dalam bentuk zatnya akan tetapi haram dalam ketentuan memperolehnya. Jadi dalam hal ini barang 
tersebut boleh dimanfaatkan oleh nagara dalam bentuk hibah. 
SIMPULAN 
Pemanfaatan barang ilegal di kepabeanan, setelah dilakukan penelitian dan analisi bahwa barang 
ilegal menurut kepabeanan adalah suatu barang yang masuk kewilayah kepabeanan dengan tidak 
memiliki dokumen, jadi barang ilegal itu merupakan barang yang diberitahukan tidak benar dan tidak 
diberitahukan sama sekali, selanjutnya proses akhir dari tindakan yang dilakukan di musnahkan, kenapa 
dimusnahkan karena setalah di lakukan karantina berdasarkan perturan menteri bahwa barang tersebut 
tidak layak untuk diedarkan. kemudian sisa dari karantina tersebut yang dinilai baik dan layak untuk 
dimanfaatkan dihibahkan ke daerah terdekat kepabeanan dan ke tempat-tempat ibadah. Jadi dalam 
pemusnhan yang dilakukan kepabeanan sudah tepat sesui dengan ketentuan undang-undang dan hukum 
ekonomi syariah. Pemanfaatan Barang ilegal Dalam Hukum Ekonomis Islam, dalam hukum islam barang 
ilegal itu merupakan barang yang sama dengan harta ghair mutaqawim, artinya barang yang haram, 
haram yang dimaksut adalah bukan dari segi zat akan tetapi dari segi memperolah, maksut memerolahnya 
kenapa haram karena seorang importir tidak memenihi kewajibanya untuk memasukan barang kesuatu 
wilayah kepabeanan. Oleh karena itu barang ilegal menjadi barang milik pemerintah karena pemerintah 
berhak menentukan atau melarang seseorang untuk memiliki barang atau harta, dan barang ini bisa 
menjadi salah satu pemasukan negara sebab kewanangan pengawasan terhadap harta adalah pemerintah 
atau negara. Mengenai kemanfaatan dalam hal ini pemerintah bisa mengelola barang tersebut dalam 
bentuk hibah. Kenapa hibah karena salah satu tujuan maqasid syariah adalah memelihara harta, jiwa, 
agama, dan keturunan. maka pemerintah berperan penting untuk mengelolah barang tersebut, dalam hali 
ini hukum islam mendorong individu (dalam hal ini pemerintah) untuk memperhatikan dan menolong 
pihak-pihak yang membutuhkan, karena salah satu peran pemerintah adalah mensejahterakan 
masyarakat yang lemah, kemuidan berkaitan dengan pemusnahan barang ilegal merupakan tindakan 
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yang mubazir maka lebih baik dihibahkan. Komparasi antara barang ilegal di kepabeanan dan hukum 
islam adalah dalam kepabeanan barang ilegal itu adalah barang yang masuk dalam kepabeanan 
indonesian seorang pedagang harus melengkapi surat terlebih dahulu baru bisa masuk kewilayah 
kepabenan indonesia sedangkan dalam islam seorang pedagang masuk kewilayah islam terlebih dahulu 
kemudian diberi surat atau dokumen pembayaran usyur. Atau secara spesifiknya barang ilegal dalm 
hukum kepabeanan barang penyeludupan dan dalam hukum ekonomi syariah barang ilegal adalah 
barang haram karena termsuk barang yang ghair mutaqawwim. 
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